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INTISARI

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga selalu
mendapat perhatian dan penanganan secara khusus. Agar tidak menimbulkan
ketidakpastian mengenai siapa sebenarnya pemilik maupun batas-batas tanah,
maka diadakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan
Perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah. Tanah-
tanah yang ada di Kecamatan Sorong Timur sebagian besar merupakan tanah milik
adat yang dikuasai secara turun-temurun, kenyataannya sampai saat ini masih
banyak yang belum didaftarkan menjadi hak milik atas tanah atau salah satu hak
menurut UUPA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode
Deskriptif yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat dan
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 di Kecamatan
Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Irian Jaya Populasi dalam penelitian ini
adalah para pemegang tanah milik adat Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampel kuota dan sampel wilayah.
Responden yang digunakan 80 responden. Data yang diperlukan yaitu data primer,
data sekunder dengan teknmik pengumpulan data berupa studi dokumen,
wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Teknik analisa yang digunakan adalah
teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang
kemudian dianalisa secara deskriptif Data dikelompokkan menurut jenmisnya,
diolah dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel agar memudahkan dalam
menganalisis. Kemudian untuk anggapan dasar kedua menggunakan tekmik
deskriptif kualitatif dengan persentase.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah milik adat di Kecamatan Sorong Timur belum berjalan lancar
ini dapat diketahui dari persentase jumlah permohonan yang masuk untuk
membandingkan dengan jumlah permohonan yang bisa diusulkan SK-nya. Setelah
hasilnya dimasukkan dalam kriteria yang penulis tentukan, yaitu sebesar 54,57 %,
dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa minat masyarakat Kecamatan
Sorong Timur untuk mendaftarkan tanah milik adatnya masih rendah, faktor yang
mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat kesulitan, tingkat kecepatan, faktor
biaya, faktor informasi dan faktor pelayanan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat, tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar,
mengingat tanah dibutuhkan sebagai penghasil bahan pangan. Oleh karena itu tanah
selalu mendapat perhatian dan penanganan khusus, apalagi dalam pembangunan
sekarang ini dimana segala macam aktifitas guna membangun manusia Indonesia
seutuhnya sedikit atau banyak pasti berkaitan dengan tanah.

Pentingnya fingsi tanah sebagaimana dikatakan di atas, salah satu akibat dari
lajunya gerak pembangunan yang dilaksanakan serta pertumbuham penduduk yang
relatif tinggi, menjadikan tanah tidak lagi hanya sebagai benda warisan tetapi sebagai
benda komoditi. Hal ini tampak terlihat dalam kegiatan ekonomi, misalnya : Jual bel,
pemberian kredit, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Tanah dapat dikuasai oleh masyarakat dengan beberapa cargantara lain
dapat diperoleh melalui pembukaan hutan/tanah, peralihan hak atas tanah dengan cara
pewarisan , jual beli dan melaluj pemberian hak atas tanah dari pemerintah.

Penguasaan tanah melalui pewarisan dan peralihan hak-hak atas tanah yang
dikuasai oleh anggota masyarakat hukum adat secara perorangan sampai sekarang
dengan status turun temurun dikenal dengan sebutan tanah milik adat Untuk
mengetahui proses beralihnya/peralihan suaty hak atas tanah tersebut  dengan

melakukan peavelidilan sivwavet tanch catel & Sudlod s e
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas setiap orang ingin merasa aman dalam
menempati, menguasai dan mengolah tanah yang dimilikinya, namun kenyataannya
sering kita dengar dimana - mana terjadi sengketa tanah. Oleh karena itu adanya
kepastian hukum terhadap hak atas tansh sangat penting, apalagi kebutuhan tanah
semakin hari semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan laju gerak
pembangunan.

Dengan diundangkannya Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA,
maka hukum pertanahan / hukum agraria berlaku atas seluruh wilayah tanah air
adalah hukum adat. Hal ini tersebut dalam ketentuan Pasal 5 UUPA, dinyatakan
sebagai berikut : “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
1alah hukun adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta
dengan perafuran-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang dan dengan
peraturan perundanggan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur
yang bersandar pada hukum agama®.

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini di Kecamatan Sorong sangat
memberikan pengaruh yang besar dalam perbaikan ekonomi dan taraf hidup
masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran bagi para pemilik hak atas tanah untuk

mendaftarkan tanahnya yang diperoleh dari persekutuan masyarakat adat sesuai



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tansh, maka dilakukan penegasan hak dan
pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) PMNA / KBPN Nomor 3
Tahun 1997. Hal tersebut memungkinkan dilakukan di Kecamatan Sorong Timur
karena hak milik adat tadi masih belum banyak didaftarkan Pendaftaran tersebut
dilakukan secara sporadik, karena Kecamatan Sorong Timur belum ditetapkan oleh
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai daerah
pendaftaran tanah secara sistematik.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah « Kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendafiaran tanah wilayah atan
bagian wilayah serta desa / kelurahan secara individual atau massal.” ( PP No. 24
Tahun 1997 Pasal 1 ayat (11) ).

Dalam melaksanakan kegiatan pendaftararan terhadap tanah-tanah milik adat
tersebut tidaklah mudah. Kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran
terhadap tanah milik adat tersebut, menurut Soeprapto (1986: 311) menyatakan
bahwa :

“Pengkonversian tanah milik adat menjadi hak milik menurut UUPA
(diberikan sertipikat) biasanya terbentur pada kepastian, luas, bukti-bukti
pemilikan tanah atau mutasi tanah, masalah waris dan perbedaan pengertian,
kebutuhan serta kemampuan penduduk tidak sama dalam masalah konversi
tanah milik adat”.

Pendaftaran tanah hak milik adat sebagaimana yang dinyatakan oleh

Soeprapto tersebut diatas, menunjukkan perlu adanya kecermatan dari petugas karena

objek dan subjek dari tanah yang akan didaftarkan itu masih diragukan kebenarannya



Kenyataan yang dijumpai dalam masyarakat khususnya dalam pelayanan
pendaftaran tanah milik adat, permohonan - permohonan yang masuk kekantor
pertanahan dari Instansi Pemerintah maupun perorangan sering kali terjadi gugatan
dari kepala persekutuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan
penelitian dalam rangka pénulisan skripsi dengan judul -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI

KECAMATAN SORONG TIMUR KOTA SORONG PROVINSIIRIAN JAYA

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dialas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat di Kecamatan Sorong
Timur Kota Sorong.
2. Bagaimana minali masyarakat di Kecamatan Sorong Timur untuk
mendaftarkan tanah milik adatya sebagai jaminan kepastian hukum hak atas
tanah, dan faktor — faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam

mendaftarkan tanah milik adatnya.

C.PEMBATASAN MASALAH

Agar pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terarah,
maka masalah penelitian dibatasi pada pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali

yang dilaksanakan secara sporadik, konversi dan pengakuan hak atas tanah



D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1. Tujuan Penclitian
Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan  pendaflaran tanah milik adat
berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Untuk mengetahui minat masyarakat dalam mendaftarkan tanah milik adat di
Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong.
Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat
Kecamatan Sorong Timur dalam mendaftarkan tanah milik adatnya.

2. Kegunaan Penelitian
Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah setempat, dalam rangka
menentukan kebijaksanaan dibidang pertanahan khususnya dalam meningkatkan
pelayanan dibidang pendaftaran tanah di Kota Sorong Propinsi Irian Jaya.
Untuk memberikan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor
Pertanahan Kota Sorong dalam memberikan pelayanan di bidang pendaftaran
tanah khususnya yang menyangkut tanah — tanah milik adat harus berdasarkan PP
Nomor 24 Tahun 1997 serta PMNA / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
masyarakat maupun pemerintah, khususnya mengenai pelaksanaan pendaftaran

tanah milik adat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil-hasil penelitian, maka penyusun dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Adat di Kecamatan Sorong Timur
yang dilakukan berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dari Tahun 1998
sampai Desember 2000 di Kantor Pertanahan Kota Sorong berjalan
kurang lancar, hal ini dapat diketahui dari persentase perbandingan antara
Jumlah sanggahan/pembatalan permohonan dengan jumlah permohonan
yang diterima. Kemudian hasilnya atau sisanya yang diteruskan dan
dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 54,57 %.

2. Minat masyarakat Kecamatan Sorong Timur untuk mendaftarkan tanah
milik adatnya masih rendah, kenyataan ini disebabkan oleh banyak faktor
yang melatarbelakanginya Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor yang
mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah milik adatnya
tersebut adalah faktor tingkat kesulitan, tingkat kecepatan, faktor biaya,

faktor informasi dan faktor pelayanan.
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B. Saran

Agar pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat di Kecamatan Sorong
Timur, Kota Sorong dapat berjalan dengan lancar atay setidaknya dapat
mengurangi hambatan yang ada maka -

1. Perlu adanya penertiban administras; dan manajemen pertanahan dari
tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan di Kantor Pertanahan, sehingga
dapat dicegah seminimal mungkin terjadinya sanggahan atau
pembatalan permohonan,

2. Dengan memperhatikan kenyataan yang ada bahwa minat dari
masyarckat Kecamatan Sorong Timur untuk mendaftarakan tanah milik
adatnya masih rendah, dimana hal ini disebabkan oleh faktor tingkat
kesulitan, tingkat kecepatan, faktor biaya, faktor informasi dan faktor
pelayanan, yang mempengaruhi minat masyarakat ini ditiadakan dan
dihilangkan. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih
ditingkatkan, supaya dapat menambah minat untuk mendaftarkan tanah
milik adatnya

3. Mengingat pendaftaran tanah milik adat yang ujud akhimya berupa
sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu tugas pemerintah dan
lebih dari setengah tanah milik adat di Kecamatan Sorong Timur belum
didaftarkan, maka untuk meminima.lisasi/mengurangi luas tanah yang
belum didaftarkan tersebut Kecamatan Sorong Timur dapat dijadikan
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